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N 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

4. Undang-Undang omor 
. t lah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Daerah sebaga1mana e 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 
N 

r 32 rsnun 2004 tentang Pemerintahan 
Atas Undang-Undang orno 

Dae rah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang · Pembentukan 

Peraturan Perundang~undangan; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang cuti pegawai 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang; 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan 

Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan 

Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, perlu 

adanya pengaturan tentang cuti pegawai Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Magelang; 

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA 

WALIKOTA MAGELANG 
I 

CUTI PEGAWAI 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG 

WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 

NOMOR so TAHUN 2010 

TENT ANG 

Mengingat 

Menimbang 
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O Pasal 1 
alarn Perat . k d dengan : 1 Uran Walikota ini yang dirna su 
. Daerah 

i. ~ adalah Kota Magelang. kat Daerah sebagai unsur 
r-erne · dan Perang nntah Daerah adalah Walikota 
Pen ye I 

3. IA, enggara Pemerintahan Daerah. 
vvalik 

ota adalah Walikota Magelang. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG CUTI PEGAWAI PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG. 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Magelang; 

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 

270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 

Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 

1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya 

Daerah Tingkat II Magelang; 

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan 
oaerah Kota Magelang; 

undangan; 

5 peraturan Presiden Nomor 1 T h · a un 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang- 
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Pasal 3 
(1) Pegawa; b Yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus 

erhak t (2) La a as cuti tahunan. 
rnanya . be cut, tahunan adalah 12 (dua belas) hari keria, termasuk di dalamnya cuti 

( ~amaya . . 
3) Cur ng dikeluarkan oleh Pemerintah. 

i tahun . . . . ker· an tidak dapat dipecah-pecah hingga iangka waktu kurang dan 3 (!tga) hari 

(4} Ja. 
Untuk menda · k · t kePada . patkan cuti tahunan, pegawai mengaJU an perrmn aan secara tertulis 

(S) C Dtrektur 
Llti tah . 

unan diberikan secara tertulis oleh Direktur. 

Bagian Kedua 
Cuti Tahunan 

I 1· cuti bersalin; 
I g. cuti di lu t 
I ar anggungan perusahaan. 
I 

Jenis Cuti Pegawai terdiri dari : 

a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti sakit; 
d. cuti karena alasan pe r t . · . . n mg a au cut, untuk menunaikan ibadah haji· 
e. cut1 ntkah· ' 

I 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 

Jenis Cuti 

BAB II 

CUTI PEGAWAI 

haan adalah Perusahaan Daerah A. . 
pertJsa ir M1num K 

,. Ktur adalah Pimpinan Perusahaan Dae h ota Magelang. 
oire ra Air Mi J. pengawas adalah Dewan Pen num Kota Magelang 
oevian gawas Perusah . 

6- r,1age1an9· . aan Daerah Air Minum Kola 

awai adalah Pegawat Perusahaan Dae h . peg . ra Atr Minum K 
1. f adalah hak pegawa, yang dijamin oten U ota Magelang. 
s ;~;ka waktu tertentu. ndang-undang untuk tidak bekerja dalam 
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(1) Pasal 6 
Setiap P . . · k tas cuti sakit. 

(2) egawa, yang menderita saklt berha a . . 
Pegaw . (d ) hari berhak atas cuti sakit dengan 

a1 Yang klt I 1 ( tu) atau 2 ua ket sa I se ama sa emberitahukan kepada entua kutan harus m n bahwa pegawai yang bersang 
atasannya 

Bagian Keempat 
Cuti Sakit 

Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direktur. 
Selama menjalankan cuti besar tetap menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan 

Yang ditentukan oleh kehadiran. 

1 (3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai mengajukan permintaan secara tertulis 
! 
! kepada Direktur. 
I 

(4) 

(5) 

Pasal5 

(1) Pegawai yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus 

berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan. 
(2) Pegawai yang telah mengambil cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam 

tahun yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Cuti Besar 

an yang tidak diambil dalam tahun 
cuti tahun yang sama, maka hak cutinya menjadi 

I (l) 
·1an9· h1 dapat menangguhkan cuti tahunan untuk . 

Direktur . . paling lama 6 (enam) bulan, apabila 
(2) t kepentingan dinas mendesak dengan k t t 

terdaP8 e en uan waktu pengambilan cuti 
. d·rnungkinkan pada tahun tersebut. 

111as1h I . . 

b ·ia kepent1ngan dinas mendesak, cuti tahunan da t d' p.pa 1 . . . -, . . . pa 1pecah-pecah dengan 
(3) garnbil cut, minimal 3 (tiqa) han kerja dan sisa dari cut· t b t h . . 

01en I erse u arus diambil 
dalam tahun yang sama dengan mendapat persetujuan dari Direktur; 

awai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan akan diperhtt k b . . (4) peg I ung an se aga1 cut, 
tahunannya. 
Selama menjalankan cuti tahunan, pegawai yang bersangkutan menerima 

(5) 
penghasil_an penuh kecuali tunjangan yang ditentukan berdasarkan kehadiran. 

Pasa14 
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C pasal 10 
~ti kare . . 

a na alasan penting adalah cut, karena · . · ibu/ b . k ertua atau menantu sakit atau karena 
apak, istri /suami, anak, adik, kaka ' m ( . ) h .. 

11'leni . . an aling lama 3 t1ga an, 
ngga\ dunia, lamanya cuti yang d1benk P 

Bagian Kelima 
Cuti Karena Alasan Penting 

Pasal 9 

(1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, diberikan 

secara tertulis oleh Direktur. 
(2) Selam . . . · yang bersangkutan berhak atas penghasilan 

a rneniaiankan cut, sakit pegawa1 
kecuali tunjangan yang ditentukan oleh kehadiran. 

Pasal8 
Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas 
kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai 

, sembuh dari sakitnya. 

Pasal7 

(1) pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 

1 W' (satu setengah) bulan; 
(2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang 

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur dengan 

melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. 

. yang sakit lebih dari 2 (dua) hari be h k 
gawa1 r a atas cuti saklt d pe wai yang bersangkutan ha I engan ketentuan 

(3) pega rus mengajukan 
pahwa pirkan surat keteranga d k secara tertulis kepada Direksi 

an n,elam n o ter. 
den9 . di k . kit sebaga1mana ima sud pada ayat (3) dib . cut1 sa enkan untuk waktu paling lama 6 

(4) enam) bulan 
( i yang tidak sembuh dari sakitnya d 1 . pegawa a am Jangka waktu sebagaimana 

(5} d pada ayat (3) harus diuji kembali k h dirnaksU ese atannya oleh dokter yang ditunjuk 
oleh perusahaan. 
,Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

(G} k t pegawai yang bersang u an dianggap sudah tidak. mampu untuk kembali bekerja, 
rnaka pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai 
perusahaan karena sakit dengan mendapat hak-haknya berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 
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(l) Untuk persalinan anak pertama dan ke dua Pegawai wanita berhak atas cuti bersalin. 
(2) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan 

sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. 
(3) VVaktu . . d seterusnya Pegawai wanita diberikan cuti 

persahnan anak yang ket1ga an 
diluar t (4) anggungan perusahaan. 
Untuk 

1• 
Pegawai yang bersangkutan mengajukan 

mendapatkan cuti bersa in 
Per · · (S) mintaan secara tertulis kepada Direktur. 

(6) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direktur. . 
Pega . . r sebagaimana d1maksud pada ayat ( 1) 

wa, Yang telah menjalankan cut, bersa in, 
tidak b ng bersangkutan 

erhak atas cuti tahunan pada tahun ya . . 
Sela . . . ang bersangkutan menenma penqhasilan 

ma menJalankan cuti bersalln Pegawa, Y 
Penuh k . . leh kehadiran. 

' ecuah tunjangan yang d1tentukan ° 

I (7) 

I 

Pasal 13 

Bagian Ketujuh 
Cuti Bersalin 

Pasal 12 

(1) Cuti Nikah diberikan kepada Pegawai yang melangsungkan perkawinan yang pertama 

selama 5 (lima) hari kerja. 
(2) Untuk perkawinan yang ke dua dan seterusnya diberikan selama 3 (tiga) hari kerja. 

Bagian Keenam 
Cuti Nikah 

Pasal 11 
endapat cuti karena alasan penting Peg . 

(1) 
untuk 111 awai yang bersangkutan mengajukan 

. t an secara tertulis dengan menyebutk I perrn1n a . . . an a asan-alasannya kepada Direktur. 
cuti karena alasan pentmg diberikan secara tertulis oleh Direktur. 

(2) 
(3) seiama menjalankan cuti karena alasan penting Pegawai yang bersangkutan 

rnenerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan yang ditentukan oleh kehadiran. 

. anQ melaksanakan atau memenuh· k .. 
awa1 y , ewaJ1ban aga d'b . 

pe9 ) bulan dengan ketentuan . ma ' enkan cuti paling 
p. a Z (dU8 mengaJukan secara t . 

1arn t 1 (satu) bulan sebelum c t' .. enuns kepada Direktur 
rn9 1amba u ' yang d11nginkan· 

P8 
1 pentin9 lainnya yang ditetapkan kemud· ' 

81asan ran oleh Direktur atas persetujuan 
c. n pengawas. oewa 



7 

Pasal 17 
(1) Selama me · 

1 
k . d' 

1 
t ggungan perusahaan pegawai yang bersangkutan 

nJa an an cuti , uar an 
tidak berhak menerima penghasilan dari perusahaan. 

(2) Masa k . . k uti di luar tanggungan perusahaan tidak 
erja selama rnenjalan an c 

diperh· · · { itungkan sebagai rnasa kerJa pegawai. 3) Pegaw . . . k mbali kepada Direktur setelah habis masa 
a, Yang tidak melaporkan din e . 

rnenjal k perusahaan diberhent1kan dengan hormat 
an an cuti di luar ·tanggungan 

sebag. a, Pegawai. 

Pasal 16 

(1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan perusahaan, pegawai yang bersangkutan 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur dengan alasan-alasannya. 

(2) Cuti di luar tanggungan perusahaan tidak diberikan untuk keperluan bekerja di 

perusahaan lain dan bagi pegawai yang terbukti menggunakan cuti di luar tanggungan 

untuk bekerja di perusahaan lain akan diberhentikan. 
(3) Cuti di luar tanggungan perusahaan hanya dapat diberikan dengan surat keputusan 

Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas 

Pasal 15 
(1) cuti di luar tanggungan perusahaan mengakibatkan Pegawai yang bersangkutan 

dibebaskan dari jabatannya. 

(2) Jabatan yang lowong karena pemberian cuti diluar tanggungan perusahaan dengan 

segera dapat diisi dengan pegawai lain dan setelah selesai dari cuti pegawai yang 

bersangkutan tidak berhak menuntut jabatan semula. 

Pasal 14 

. diluar tanggungan Perusahaan dapat diberikan ke d P . cut1 . . pa a egawa, yang telah 
(1) .8 paling srngkat 5 (Irma) tahun secara terus men d bekerJ . erus an adanya alasan-alasan 

. d. yang pentrng dan mendesak. 
pnba I 

cuti diluar tanggungan Perusahaan dapat diberikan untuk paling lama 4 (empat) 
(2) 

tahun. 
cuti di iuar tanggungan Perusahaan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali selama 

(3) 
n,enjadi pegawai. 

Bagian Kedelapan 

Cuti Diluar Tanggungan P erusahaan 
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H. FAHRIYANTO 

SERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 30 

WALIKOTA MAGELANG 
Diundangkan di Magelang 
Pada tanggal 26 Agustus 2010 

SEKRET ARIS DAERAH KOTA MAGELANG 
p 

Ditetapkan di Magelang 
padatanggal ~va 701() 

t·ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini Agar se I 
nempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. dengan pe 

Pasal 19 
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Keputusan 

Pasal 18 

belum diatur dalam Peraturan ini sepanJ·ang mengena·1 t k · 
1 

k 
I yan9 e ms pe a sanaannya 

Hal-ha . 1 nJ·ut oleh Direktur. 
I bth a diatur e 

BABV 
PENUTUP 


